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1.1.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejalan  dengan pelaksanaan Reformasi  Birokrasi  dan
pembangunan Zona Integrilas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayvah Birokrasi Bersith dan Melayani, Satuan
Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus
melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan kualitas layanan publik.

Homitmen lersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor
55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan
Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada
Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 {entang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari
Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Meélayvani Di
Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Rl Nomor
261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan
Zona Integritas (Z1) Menuju Wilayah BebasKorupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan
Peradilan Agama. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu
dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi

salah satu parameter Pemerintahan yvang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran
dan penyelenggaraan fungsi pelavanan strategis serta mengelola

sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Agama yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi
Agama untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas
dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu

[aparmn Hanil Pelalsmiaan Surve Persepei Kocapsl Peagodilan Agama Maros] |



1.2,

memperoleh masukan dari masyarakal menyangkul pelayanan
dilingkungannya.

Zl menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi
bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakal. Integritas
Penyelenggara pelayanan publik akan dinilaidiantaranya dapat
dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya

diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei
Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai relerensi
pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan

nepolisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survel Persepsi
Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju
zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi

bersih melayani.

Laporan Hasill Pelslerainann Sunwl Persepil Korapst Peagndilan Agama Maroa| 2



1.3.

Landasan Hukum

a)

by
c)

d)

g)

h)

i)

il

k]

1)

1)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaran Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tenlang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tenlang
Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 1-
144 /KMA/SK/1/2011  Tentang  Pedoman Pelayanan
Informasi Di Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Apung Ri Nomor
194A/KMA/SK/X1/2014 Tentang Pembentukan Tim
Pembangunan Zona Intcgritas Mahkamah Agung Ri
Keputusan Sekrelaris Mahkamah Agung Ri  Nomor
S9A/SEK/SK/11/2014 Tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Sgung
Dan Peradilan Di Bawahnva

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Ri Nomor 261 Tahun 2019 Teniang
Pedoman Pelaksanaan PeBangunan Zona Integritas (ZI)
Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Di Lingkungan Peradilan
Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang
Sistermn Pengendalian Internal Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi
Nasional Pencegahan Dan Pecmberantasan Korupsi

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi
Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

Loapadin Hiasll Meélnikshinnan Survel Pereepal Kortipst Pengidilan Azama Mams| 3



o) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tenlang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilavah
Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani
Di Lingkungan Instansi Pemerintah
1.4. RencanaKerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum  melaksanskan  survel  persepsi korupsi

beberapa persiapan yang perlu  perhatikan  adalah
sebagai berikut.

Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan
secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan
SDM yang dimilikinya

Penyiapan Bahan

a. Kuesioner.

b. Bagian dan Kuesioner/Pengantar

c. Kelengkapan peralatan.

Penetapan  Responden, Lokasi dan  Waktu
Pengumpulan Data

a. Jumlah Responden.

b. Lokas: dan Walktu Pengumpulan Data.
Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei
dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Isian daila terhadap 10 unsur pertanyaan vang telah
ditetapkan di dalam kuesioner.

Pengisian  Kuesioner  olech  responden  yang
mendapatkan penjelasan terlebili dahulu dari petugas
dan hasilnya dikumpulkan ditempat yang telah
disediakan.

Pengujian kualitas dan validitas data.

Laporan Hanll Pelaksinaon Suivel Meisvepsl Komupsl Pengadilan: Agame Murms| 4



- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner
kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur,
jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai
bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei
Survei dilaksanakan dalam interval wakiu per 3 bulan
(empat kali dalam satu tahun).

Laporan ol Pelnksansan Survel Persepsl Korupsi Peigadilan Agiria Miron | 5



2.1.

2.2,

2.3.

BAB I
METODOLOGI

Metode Penelitian

Penclitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan
metode deskriptil kunantitatil. Penelitian deskriptil adalah
penelitian yang dilakukan untulk mengetahui nilai variabel
mandiri, baik satu variabel alau lebih lanpa membuat
perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang
lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang
ada dengan menggunakan angka-angka untuk
mengegambarkan karakteristik individu atau kelompok yvang

menjadi unit analisis dalam penelitian.

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang
menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik
pengambilan  sampel menggunakan teknik accidental
sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan
sampel berdasarkan kebetulan, vaitu siapa saja vang secara
kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan
sebagal sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui
itu cocok sebagai sumber data.

Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempal dimana peneliti melakukan
penelitian  terutama dalam menangkap kejadian atau
peristiwa vang sebenarnya terjadi dan obyek yang diteliti agar
didapat dala-data penelitian yang akurat, dalam hal ini vaitu
Kantor PengadilanAgama Maros.

Lapomn Ha=l Pelalsanaan Survel Peraepisl Kaolipsi Pengadilan Agama karos| ©



2.4.

2.5.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus
masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian
layanan di pengadilan.

Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitinn ini adalah data primer
yvang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner vang
disitanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data
dilaksanakan pada renlang wakwm satu bulan atau data
minimal 30 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh

petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan,

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas
(Koordinator Teknikal). Koordinator Teknikal akan mengecek
kerja petugas pelaksana saal berkomunikasi dengan
responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner,
meneliti  kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah
responden benar-benar disurvei secara tepatl oleh petugas,
dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei
TP

Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks  korupsi
menggunakan teknik statistik  deskniptif. Dala  persepsi
diunkur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 6.
Dimana nilai | merupakan skor persepsi paling rendah dan
nilai 6 merupakan skor persepsi paling tinggi dan
mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam

melayvani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring /
angka absolut agar diketahui peningkatan [ penurunan
indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang

diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan

Lapoman Hasdl Pelakestean Swevel Peedepsi Wadupsl Pedgadilan Aghinn Marca| 7



Indeks Persepsi Korupsi pada kuesionet dilakukan dengan
cara schagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing
indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua,
mencari bobot rata-rata setiap indikator,

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 5 vang kemudian
dikonversikan ke angka 0-100.

Kemudian dikonversikan lagi keskala indcks persepsi korupsi
antara 1 — 4 yang artinys mendekati nilai 4 maka persepsi
korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan
Sebelum  tim  melakukan survei lapangan, dilakukan
beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat
diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur
penyusunan fools untuk survei persepsi korupsi ini dapat
digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabell
Model alurpenyusunansurvei IPK menuju Zona Integritas

Laparari Hosil Pelnksanasn Surved Persepal Korups Pengadilan Agumn Morea| 8



Tabel2

RuanglingkupsurveilndeksPresepsiKorupsi
~No Ruang lingkup I
Ul [Manipulasi Peraturan

U2 |Penyalphgunaan Jabatan

U3 [Menjual Pengaruh
U4 [Transaksi Biaya
US [Biaya Tambahan
U6 [Hadiah
U7 [lI'ransparasi Biaya
U8B [Percaloan

U9  |Perbuatan Curang
U10 [Transsksi Rahasia

Tabel3
Nilai Persepsi

Nilai Nilai Nilai Interval

Mutu Kinerja
Persepsi Interval Konversi IPK

Tidak bersih
dari korupsi

1 1.00 - 1.75 25-43.75 1

Kurang bersih
2 1.76 - 62.50 | 43,76 - 62.50

k2

dari korupsi

Cukup bersih
dari korupsi

3 2.51-3.25 62.51 - 81.25 3

i Borsin dani. |
4 |326-4.00 |81.26-100.00 | 4 ‘
korupsi

lanporan Hnsil Pelaksanann Survel Peisepsi Kocups! Penpndilan Agiamn Maros | 9



BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI
3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden
Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh
gambaran bahwa dar latar belakang pendidikan,
pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan
Agama Maros mayoritas memiliki latar pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

: - Frekuensi
N, Tingkat Pendidikan - %
1 Tidak Sekolah [t} 00,00
2 S50 9 21.95
3. | 5LTP 4 9.76
4. | SLTA 24 58.54
5. | Diploma (D1/D2/D3/D4) 3 732
6. | Sarjana [S1) 1 244
7. | PascaSarjana (52/53) 0 0.00
TOTAL 41 100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat

disajikan dalam grafis berfkut ini,

laproraarn Blisil Pelabesanmnn Surviei Porsops] Korupsl Pengiudilan Agammin Maros] 10



FIDAK 50 SLTP SLTA DiPLOMA 51 52

SERQLAH Porsgnlpse

3.1.2. Pekerjaan Responden
Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan
bahwa sebesar 41.46% responden pengguna layanan
Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros memiliki
pekerjaan sebagal lainnya (IRT, Buruh Bangunan,
Pegawai Honorer, dll).

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden

Frekuensi
No. Pekerjaan v ”

1. | PNS 0 0,00

2. | TNI / Polri 0 (.00

3. | PegawaiSwasta 4 9.76

4. | Wiraswasta 12 29,27

5. | Petani / Nelayan 7 17.07

6. | Pedagang 1 244

7. | Advokad 0 0.00

8, | Lainnya 17 41.46
TOTAL 41 100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat
disajikan dalam grafis berikut ini.

Litparan |l Pelak=innnn Survel Pemeps Rorapsl Peongsdian Azomi Matos| 1]



3.1.3.

(THE BTN Foln W Fogawaifiadta M Wiraseaita

e Papam f Nelsyan uPedapsng Aokl & Lairdiya

Kelompok usia respenden

Sementara itu jika melihat responden pengguna
layanan Satuan Kerja Pengadilan Agama Maros
berdasarkan kelompek usia, menunjukkan bahwa
mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok
usia produktil yaitu pada usia anlara 30 tahun s.d 39
tahun. Bagl kelompok usia di atas 49 tahun, jumlah
responden semakin  mengecil, demikian pula
kelompok usia di bawah 20 tahun.

Tabel 7.
Usia responden

H
. ) Frekuensi
Mo, | Usia F %
1. [ <20 0 0.00
dz. | z0-29 15 3659
3, | 30-39 17 41,46
4. | 40-49 7 17.07
5 |=48 2 488
FOTAL 59 100

Berdsarkan tabel rtersebut di atas, secara wvisual dapat

disajikan dalam grafis berikut (ni.

Laporan Hosd Pelakspnpan Surved Peisepsd Korupsi Pengadilan A Maroa] 12




3.2.

4,88% 0,00%

1. <20 Thn
12 20-29Thh
3.30+-39 Thn
= 4. A0-43 Thn
05 49 Thn

e ——

Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1.

Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada
indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan
hasil pada indeks *“Tidak Pernah”. Indeks dapat
diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pengadilan
Agama Maros bersih dari Manipulasi Peraturan,

Tabel 9.
Indeks pada indikator ManipulasiPeraturan
No. Jawaban Skor E Frekuenﬂﬁ
1. Tidak Pernah 5 34 #2.93
Z. Hampir Tidak Pernah 4 7 17.07
3. Pernah 3 0 0
4. larang 2 0 0
5. Sering 1 0 0
TOTAL 41 100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajian
‘dalam grafis berikut ini,

Laparan Hasil Pelaksanann Survel Mersepsi Koripsi Pengadilan Agmemas Maorod]| 13



Manipulasi Peraturan

TIDAK PRANAH HAMPIR FEINAH [ARANG FEHING
NOAKPLIAH

3.2.2. Indikator Penyalahangunaan Jabatan
Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada
indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan
hasil pada index “Tidak Pernah®. Indeks dapat
diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pergadilan

Agama Maros bersih dari Penyalahgunaan Jabatan,

Tabel 10.
Indeks pada indikator Penyalahgunaan Jabatan
No, Jawaban Skor B Frckuuns;{l
1 Tidak Pernah 5 37 90.24
2, Hampir Tidak Pernah 4 4 9.76
3. Pernah 3 0 0
4 farang 2 0 0
5 Sering 1 0 {
TOTAL 41 100

Berdasarkan tabel tersebut i atas, secara wvisual dapat
disajikan dalam grafis berikut ini.

Liporim Hasil Pelakasibinben Suriei Persepal Rordpe Pengadilan Agama Maros| 14



Penyalahgunaan Jabatan

TIDRK PERMNAM VIANPEIR TIDAK PETNAN PERNAY INAARG SERIMG

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh
Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada
indikator Pengaruh ini menunjukkan hasil pada
index “Tidak Ada". Indeks dapat diartikan bahwa
kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros
terbebas dari Menjual Pengaruh.

Tabel 11.
Indeks pada indikator Menjual Pengaruh

Nao. Jawaban Skor F l-rel-ruens';ﬁ
1. Tidak Pernah 5 31 75.61
2 Hampir Tidak Pernah 4 10 24.39
3. Pernah 3 0 0
4. jarang P ] 0
5. Sering 1 0 0
TOTAL 41 100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat

disajikan dalam grafis berikut ini.

Laporan Hasil Pelaksanzan Saivel Persepsi Kofupsi Pengodilin Agama Maias] 13




3.2.4.

Menjual Pengaruh

TIOWK PERNAR

HARIFHR THOAK PERNAH

FERMAH

Indikator Transaksi Biaya

SERING

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada

indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil
pada index “Tidak Ada". Indeks dapat diartikan

bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama

Maros Mudah di akses pada website maupun meja

pslayanan..
Tabel 12.
Indeks pada indikator Transaksi Biaya
Frekuenst
No. |awaban Skor F o
1, TidakPernah 5 37 90.24
2. Hampir Tidak Pernah 4 4 9.76
3. Pernah 3 0 {1
4. Jarang 2 0 0
5. Sering 1 0 {0
TOTAL 41 100
Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat

disajikan dalam grafis berikut ini.

Laporan Hasil Polaksaraan Stvee] Persepal Korupst Pengadilsm Ngmmas Menoy] 160




3.2.5.

Transaksi Biaya

TOAK FERRAN HARPIR THIAK PERNAH IARANE SERIKG
FERMAH

Indikator Biava Tambahan

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada
indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil
pada Index “Tidak Pernah” Indeks dapat diartikan
bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama
Maros telah menerapkan biaya sesuai dengan tarif
réesmi lanpa adanya biaya tambahan di |uar

ketentuan.

Tabel 13.
Tabel indeks pada indikator Biaya Tambahan

No. Jawaban Skor i i ekuen::;ﬁ
1. Tidak Pernah 5 29 70.73
2. Hampir Tidak Pernah 4 12 29.27

3. Pernih 3 0 0

4. larang 2 0 1)

5 Sering I 0 0
TOTAL 41 100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat

disajikan dalam grafis berikut ini.

Lapnran Heall Pelnlsannan Survel Persephl Bocups] Pengoelilo Amesin Maron | 17




Biaya Tambahan

TIDAK PEEMAN MAKIPIR THIAK FERRAM PERNAM JARANE SERING

3.2.6. Indikator Hadiah
Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada
indikator Hadiah i menunjukkan hasil pada index
“Tidak Pernah”. Indeks dapat diarlikan bahwa kinerja
Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros fidak
pernah dan menolak dengan tegas setiap pemberian
tanda lerima kasih atas layanan yang diterima.

Tabel 13.
Tabel indeks pada indikator Hadiah

: Frekuensi

No. fawaban Skor P %

1 Tidak Pernah 5 34 82.93

Z. Hampir Tidak Pernah 4 7 17.07

3. Perpah 3 0 0

4 Jarang 2 () 0

5 Sering 1 1] 0

TOTAL 41 100

Berdasarkan tabel tersebut di awas, secara visual dapat

disajikan dalam grafis berikut ini,

Laparan Hasil Pelulsandan Survel Porsepsi Korups Pengadifn Aynma Mutou] 18



3.2.7.

Hadiah

TIEHR FERMAH HAMPR TIRAK VERMAH . FEANAY I=RANG LERING

Indikator Transparasi Biaya

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada
indikator Transparasi Biaya ini menunjukkan hasil
pada index “Tidak Pernah”. Indeks dapat diartikan
bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama
Maros selalu memberikan bukti pembayaran vang

sah setelah proses pembayaran dilakukan.

Tabel 14.
Tabel indeks pada indikator Transparasi Biaya
> Frekuensi
No. Jawaban Skor P %
1 Tidak Pernah 5 33 80.49
Z Hampir Tidak Pernah i3 ] 19.51
3. Pernah 3 0 0
4. larang 2 0 0
5 Sering 1 0 0
TOTAI 41 100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat

disajikan dalam grafis berikut ini.

Laporan Hasd Pelaksamaan Sunvel Persepsl Roraps! Pengadilos Aanin Moroa| 19




Transparasi Biaya

NRAK FERMAH HAKIPE TIDaE PERNAH  PEANAN IARANS STRING

3.2.8, Indikator Percaloan
Dari skala | sampai 5, hasil persepsi responden pada
indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada
index “Tidak Pernah”. Indeks dapal diartikan bahwa
kirnerjan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros

telah bebas dari praktek percaloan..

Tabel 15.
Tabel indeks pada indikator Percaloan

Frekuensi

No. fawaban Skor e %
1. Tidak Pernah 5 29 70.73
Z. Hampir Tidak Pernah 4 12 2927

3. Pernah 3 0 0

4. farang 2 ] 0

- Sering 1 0 0
TOTAL 41 100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secarn visual dapat

disajikan dalam grafis berikut inf.
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Percaloan
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Indikator PerbuatanCurang

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada
indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil
pada index “Tidak Pernah". Indeks dapat diartikan
bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama
Maros tidak pernah terjadi praktele KKN,

Tabel 16.
Tabel indeks pada indicator Perbuatan Curang

X Frekuensi
No. Jawaban Skor B %
1. Tidak Pernah 5 33 80.49
2. Hampir Tidak Pernah 4 8 19.51
3. Pernah 3 0 0
4. Jarang 2 0 0
5. Sering 1 (i {
TOTAL #1 100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat

disajikan dalam grafis berileut ini.
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Perbuatan Curang

TIDAK PERNAN TAMPIR TIEAK PERKAN FEANAH IARANG SENNG

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia
Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada
indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil
pada index "Tidak Pernah”. Indeks dapat diartikan
bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama
Maros telah menerapkan Transaksi Rahasia.

Tabel 17.
Tabel indeks pada indikator Transaksi Rahasia
Frekuensi
No. Jawaban Skor ; %
1. Tidak Pernah 5 36 87.80
2, Hampir Tidak Pernah 4 5 12.20
3. Pernah 3 0 0
4, Jarang 2 0 0
. Sering L 0 0
TOTAL 41 100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, sccara visual

dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Ihporan Hasl Pelsksanaan Survel Nersepnl Katupol Peogadilon Agoma Moros| 22



Transaksi Rahasia

TILIAK FEANAY HAMPE TIDAE PERNAH PEANAH AANG SERING

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan
Agama Maros

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Agama
Maros sebesar 3.92 dengan indikator terbesar pada Indikator
“Penyalahgunaan Jabatan” dan "Transaksasi Biaya”.

Tabel 18
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan
Agama Maros

. Frekuensi

No. | Indikator ) %
1. | Manipulasi Peraturan 3.8B6 97
2. | Penyalahgunaan Jabatan 352 98
3. | Menjual Pengaruh 3.8 95
4. | Transaksi Biava 392 98
5. | Biaya Tambahan 3.77 94,25
6. | Hadiah 3.86 96.5
7. | Transparasl Blaya 3.84 96
B. | Percaloan 3.77 0425
9. | Perbuatan Curang 3.84 96
10). | Transaksi Rahasia 39 97.50

RATA-RATA 3,84 94.83

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapal
disajikan dalam grafis berikut ini.

laparan Hast Palaksanman Swvel Peisepel Korios Peatadilan Avamn Marok| 23



1133 uz uz L4 s Lt uz ua ug Lo

Indeks persepsi korupsi tersebut jika dikonversikan
dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut
masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI
KORUPSL. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi
berada pada angka 3.26 — 4.00, yaitu dengan skor sebesar
3.84 dimana nilai indeks persepsi korupsi yang
dipersyaratkan adalah lebih atau sama dengan (>=) 3.6,

Tabel 19
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan
Agama Maros

NILAI
NILAI NILAI INTERVAL
MUTU KINERJA
PERSEPSI | INTERVAL KONVERSI
IPK
Tidak bersih
1 1.00-1.75 25 -43.7H 1 )
darn korupsi
Kurang bersih
2 1.76=-2.50 | 43.76 - 62.50 2
dari korupsi
3 2,51 -3.25| 62.51 -81.25 3 Cukup bersih
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dari korupsi

Bersih dari
3.26 - 4.00 | 81.26 - 100.00 4 ’
korupsi
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4.2,

BAB IV

PENUTUP
Kesimpulan
Dart hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan
Satuan Kerja Pengadilan Agama Maros diperoleh informasi
bahwa pada Pengadilan Agama Maros memiliki Indeks
Persepsi Korupsi “3.84" alau masuk pada kategori Bersih Dari
Korupsi.
Rekomendasi
Merujuk pada hasil indeks persepsi pada seliap indikator
terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Agama Maros
Triwulan I {April - Jum) Tahun 2022 tersebut diatas;
menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di
atas 3.26 atau masuk pada persepsi Bersih dari korupsi
Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut
menunjukkan bahwa indikator biaya tambahan dan percaloan
Peraturan memiliki indeks paling rendah diantara indikator
lainnya, ilu artinya Masayarakat masih menganggap atau
meraasa masih  dipersulit pada meja pelayanan, ini
disebabkan karena masyarakat belum mengerti tentang
peraturan-peraturan yang diterapkan dalam melakukan
pelayanan seperti Standar Operasional Prosedur dan yang
lainnya. Sehingga perlu adanya penjelasan dari para pertugas
layanan tenlang slandar pelayanan yang sesuai dengan
ketentuan kepada mesyarakat schingga masyarakat tidak lag
menganggap  bahwa  petugas  layanan  mempersulit
masayarakat.
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